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Etik Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah

>u paten Bombana dipandang perlu diubah dan dilakukan
lyesuaian;I

bahwa berdasark^n pertimbangan sebagaimana dimaksud

ialam huruf a,1 perlu menetapkan Peraturan Bupati
3ombana tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah
^Jbupaten Bombsjna;

1.LrAdang-Undang   Nomor    28  Tahun  1999  tentang

penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi
jda|n Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2.uJidang-Undang j Nomor   31  Tahun  1999  tentang

iPemberantaaan Ttadak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Ropublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor    3874),
sebagaimana telah diubah dengan Undang^Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Ataa Undang-Undang
Nipmor 31 Tahu^t  1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi I (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor  134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);

3.Undang-Undang  Nomor   29  Tahun  2003  tentang
POmbentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi
dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara;

4.U^dang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur,
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

: {fl4 Nomor 6, Tainbahan Lembaran Negara Nomor 5494^fyL
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Menetapkan  : P|;r|aTURAN BUPAi)i BOMBANA TENTANG PERUBAHAN ATAS

^raturan bupati bombana nomor 61 tahun 20131
;ntang kode etik pegawai negeri sipil lingkj
;Merintah kabupaten bombana

UTUSKAN :

•publik IndonM^* Tahun 2015 Nomor 2036 );
Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun

16 tentang Pen bentukan dan Susunan Perangkat Daerah
K ibupaten Bomb na.

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Produk Hukum Daerah (Berita Negara

6041);
Pi raturan Ment

te itang Pembent

itah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
in Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
N^gara Republik Indonesia Nomor 6037);
FVraturan Pemerintah Nomor  12 Tahun 2017 tentang
Pi mbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

lerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
73, Tambt han Lembaran Negara Republik Indonesia

: Negara Republik Indonesia Nomor

Intah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
l (Lembaran Negara Republik Indonesia

114) (Tambahan Lembaran Negara

Ti mbahan ]
58);

Pf rature

Pi rangkat Daei
T^hun 2003 Ni

5887);
P ratu
M^naji

idang-Undang | Nomor   23  Tahun  2014  tentang
P< merintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

hun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
;publik Indone^ a Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
^^erapa kali, U rakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

2015 te: Ltang Perubahan Ataa Undang-Undang
Nbmor 23 Tahi n 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(I^mbaran Negar i Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

S, Tambahan Le inbaran Negara Republik Indonesia Nomor
.79);

P^raturan Pemeiintah Nomor  21  Tahun 1975 tentang

npah/ Janji P gawai Negeri Sipil;
P^raturan  Pemeiintah Komor  42 Tahun 2004 tentang
Pambinaan Jiwa I orps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
P^raturan Pemei)intah Nomor  58 Tahun 2005 tentang

igetolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
donesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
;gara Republik Indonesia Nomor 4578);

'emerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
i Intern Pemeiintah;
Pemerintah Nomor  53 Tahun 2010 tentang

siplin Pegawai Negeri Sipil;
Pemerintah Nomor 46 Tahun 201! tentang

P^nilaian Prestaai Keria Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
N tgara  Republik Indonesia Tahun 2011



ll.Pengadu adal, ih seseorang yang memberitahukan disertai permintaan
kepada pejaba y ing berwerang Jintuk menindak Pegawai Negeri Sipil yang
telah melakuki ji pelanggaran kcx^e etik.

12.Saksi adalah i seseorang yangj   dapat  memberikan keterangan guna
kepentingan pen|ieriksaan tentang suatu pelanggaran kode etik yang ia
dengar sendirij ie| lihat sendiri dan/ atau ia alami sendiri.

13.Laporan adalah Uemberitahuan ^ecara tertuiis yang disampaikan kepada
pejabat  yang! berwenang  tentbng  sedang dan/  atau telah teriadi
pelanggaran k^̂ de etik.

14.Pengaduan adalah pemberitahuftn aecara lisan dan/ atau tertulis yang
disertai permintaan oleh pihak jlang berkepentingan kepada pejabat yang /
berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil L
yang diduga telaah melakukan p^anggaran kode etik.f^k ^

lipil yang diduga melakukan pelanggaran

l hak atau kewajibannya beTdasarkan
harus memberitahukan kepada pejabat
dan/ atau sedang adanya peristiwatentang telat

in dang-undaneanperaturan per
yang berwena nj
pelanggaran k<

'egawai Negeri9. Terlapor adalak
kode etik.   j

lO.Pelapor adalal

dalam Negara Kesatuan Republi^

p
Pemerintah D^erah adalah Burjati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggaraj Ptfmerintahan Daerah.

3.Perangkat Da^r^h Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan RfiHat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan jyang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

4.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya diaingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetapotehpejabat pembink kepegawaianuntuk menduduki jabatan
pemerintahan i fI

5.Kode Etik Peg^wju Pegawai Nege(i Sipil yang selanjutnya diaebut Kode Etik

adalah pedoman! sikap, tingkah jlaku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Kibupaten Bombana di dalam melaksanakan tugasnya dan
pergaulan hidupnya sehari-hari. |

6.Majelia Kehonnatan Kode Etikj Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
disebut Majelip kode Etik adalah lembaga non struktural dibentuk olch
Bupati  yangj    jertugas  melakukan  penegakan  pelaksanaan aerta
menyelesaikad p ;langgaran fcod etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri
Sipil.

7.Pelanggaran idi lah sikap, peiilaku, perbuatan, tuliaan dan ucapan
Pegawai Negerj S pil yang bertenmngan dengan butir-butir kode etik.

8.Jiwa  Korps j legawai  Negerii Sipil  adalah  rasa  kesatuan  dan
persatuan.keb^raamaan, keriasama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin,
kreatifltaa,kebanggaan dan rasa memiliki Organisasi Pegawai Negeri Sipii

pygiipati Bombana.
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I
Dalam Peraturan ^^i pad ini yang diiliaksud dengan:

L.

sehingga keseluruhan berbunyi sebagai

1 Bupati Nomor 61 Tahun 2013 tentang
i Kabupaten Bombana diubah sebagai

p^ sal  1  diubah,

1.  Bupati adalah B

Bcberapa ketent
Kode Etik PNS
berikut:

1. ketentuan

berikut:



15.Badan Kepejjauĵ aian dan Pen^embangan Sumber Days Manusia yang
selanjutnya  disingkat   BKPSDM adalah  Badan  Kepegawaian  dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana.

16.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
melaksanakan  proses  pengangkatan,pemindahan,dan  pemberhentian
Pegawai ASN se^uai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17.Pejabat   Pembina  Kepegawaian  adalah pejabat   yang  mempunyai
kewenangan mehetapkan pengangkatan,pemindahan, dan pemberhentif
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